
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-dacrah Kabupatcn dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tcngah scbagaimane tclah 
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

a, bahwa daJam rangka mendukt.mg pelaksanaan 
pcnyederhanaan birokrasr yang optimal di lingkungan 
Pemerlntah Daerah Kabupaten Kendal eehingga dapat 
mewLljudkan tata kelola pemerintahan yang efektlf dan 
eflaicn guna meni.ngkat.kan lcinerju pemerintahan dan 
pelayanan publik sesuai Peraturan Mentcri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2021 tentnng Penyederhanaan Struktur 
Organieasi pada lnstansi Pcmcrintah unruk 
Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kendal 
Nornor Nomor 109 Tahun 2020 tcntang Keduduk,m, 
susunan Orgamsasl, Togas dan Fungsi, Sena Tata KerJa 
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kcndnl 
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehi ngga 
perlu dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaxsud 
dalam huruf a, maka perlu mcneto.pkan Peraturan Bupati 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan 
Fungsi, serta Tata. Kerja pada Dines l<omunikasi dan 
lnformatika Kabupaten Kendal; 

BUPA rt KENDAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mcnging,1;1:t 

Mcnimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISAS!, TUGAS DAN FUNGS!, SERTA TATA 
l<l))RJA PADA DINA$ KOMUNJKASJ DAN INFORMATJKA KABUPATEN KENDAL 

TENTANO 

PROVJNSI JAWA 'l'ENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 79 TAHUN 2021 

BUPATI KENDAL 

SALIN AN 



teruang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Oalam 
Lingkungan Propinsi Jawa 'Tcngah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara {Lernbaran Negara Rcpublik I ndoncsia Tabun 
20!4 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
l ndonesia Nomor 54941; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Oaerah (Lernbara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'l'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana tetah 
diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang 
Nomor l l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun l950 tcntang 
Pcnclapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 11, dan 15 dart ha! Pembentuka.n Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa 1"imur /Tengah/ Barat dan Oacrah 
lsrlmewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 1.6 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dcngan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun ?.O 16 tentang Pcrangkat Dae rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6402); 

7. Pcraturan Pernerintah Nomor J l Tahun '2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Tahun 2017 Nemer- 63, 'T'at:nbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pcrncrintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ates Peraturan 
Pernerintah Nomor l I Tahun 2017 ten tang Manajemen 
PegawaJ Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan tembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64 77): 

8. Peraruran Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan 
Reformaei Birokrasi Nomor 17 'Tahun 202 J tcntang 
Penyctaraan Jabatan Adrninlstresi kc dalam Jabatan 
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 202 l 
Nomor 525): 
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Dalam Peraturan Bupan ini yang dimaksud dengan ; 
l. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pcmerlntah Dae rah sdalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Perncrintahan Oaerah yang mempimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan dacrah otonom. 

3. Bupati adatah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn 

Kendal. 
5. Dinas Komunikasi dan lnformatika yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Komunika~i dan lnformatika 
Kabupatcn Kendal. 

6. KepaJa Dinas adafah Kepala Dinas Komunika.si dan 
lnformarika Kabupaten Kendal. 

BAB l 
KB'l'ENTUAN UMUM 

Pasal I 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TE:NTANG KEDUDUKAN, i:;uSUNAN 
OROANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI, SERTA TATA KE:R.JA PADA 
DINA$ KOM1JNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KE:NOAI,. 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 l tentang 
Penyederhaan Struktur Organises! Pede Inetemsi 
Pemerintah UnLuk Penyederhanaan Birokrasi [Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nornor 61'ahun 2016 
tentang Urusan Pernerintahan yang Mertjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kenda] (Lc:mbaran deer-ah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E: No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 

1 l . Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan SU$LJOan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabuparen 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. I, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrahir dengan 
Peraturan Daer-ah Kabupatcn Kendal Nomor 13 'rahuu 
2021 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
Nomor 13, Tambahan Lernbaran Dacrah Kabupaten Kendal 
Nomor 219); 

3 
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()) Dinaa merupakan unsur pelaksana urusan pcmerintahan di 
bidang komunikasi. informatika, statistik, dan persandian 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui 
Sekrctaris Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN F'UNGSl 

Sagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa12 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut /\SN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerJa pada inetanst 
pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang setanjutnyn disebut PNS adalah 
Pcgawai yang telah memenuhl syarat yang dltenrukan 
diangka.t oleh pejabat yang berwenang dan diserahi rugas 
dalam satu jabatan negeri alau diserahi tugas nc:garn 
lainnya dan digaji berdasarkan peraruran pcrundang­ 
undangan yang berlaku. 

9. Jabatan Fun gs ion al adalah sekclornpok jabatan yang berlsl 
Iungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang bcrdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan 
tertentu. 

JO. Kelornpok Jab,uan Fungsional adalah sejumlah tenaga 
dalam jcnjang fungsional yang tcrdiri dalarn herbagai 
kclompok sesuai dengan keahliannya. 

11. Sub Koordinetor adalah PNS yang diberikan tugas untuk 
membantu Kepala Bagi an {Kep;,la Bidung/ 
Sckrctaris/Koordinator dalam rnenyusun perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian, peme ntattan dim cvaluasi. 
serta pelaporan kegiatan pada unit kcrjanya scsuai lingkup 
tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkai 
Daera.h. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memrliki senioritas dari 
aspek kepangkatan <Ian mempunyai kompetensi u.ntuk 
ditunjuk oleh Kcpala Pcrangkat Daerah unluk diberikan 
tugas membantu Sekretaris/ Kepala Bidang{ Kepala 
Baglan/Koordinstor pada unit kerjanya daJarn menyusun 
perencanaan, pelaksanaan dan pengcndalian, pcmantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Hngkup rugas dan 
fungsinya. 

·I 



BAB Ill 
SUSUNAN ORCANISAST 

Pasal5 

(l) Susunan Organisasi Di.nas Komunikasi dan lnformatika 
terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang lnformasi dan Komunika.si Publik; 
d. Bidang Aplikasi lnformatika; 
e. Bidang stausuk dan Persandian; dan 

f. Kelompok .Jabatan Fungslonal, 
(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika 

Kabu_pat.en Kendal .sebugahna.na lercanlum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan 
dari Peraturan Bupati .ini. 

Untuk melaksanakan tugas s-ebagaimana dimaksud dafam Pasal 
3> Dinas mempunyai fungsi: 
a. pcrumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, 

statistik, dan persandian: 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

komunikaai, lnformatika, stausrik, dan persandian; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di 

bidang kornuoikaei, informatika, statiauk, dun persandian; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bldang komuntkasi, 

informatika, statistik, dan persandian: 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiatan di bidang 

komuntkasi, informatika, staristik, dan persandian 
f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kornunikasi. 

informauka, statisuk, dan persandian; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidana 

kornunikasi, inforrnanka, statisuk, dan persandlan. 

Bl'lgian Keliga 
F'ungsi 
Pasal 4 

Dinas mempunyai rugas membantu Sups.ti melaks.anakan 
urusan pernermtahan bidang komunikasi, informatika. staiisuk, 
dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas 
pembanruan yang diberlkan kepada Daerah. 

Bagian Kcdua 
Tu gas 
PasaJ 3 

5 



BABlV 
RlNC!AN 'TUGAS 
Bagian Kesaru 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai uraian 
tugas : 
a. merumuskan dan menctapkan rencana dan program 

kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil cvaluasi kegiaran tahun sebelumnya sebagat 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas baws.han eesuai dengan jabatan dan 
kornpetensmya serra memberikan arahan baik secara lisan 
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan rugas: 

c. menye!enggarakan koordinasi dart konsultasi denga.n 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronlsasi dan hartnonisasi pelaksa.naan rugas: 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pernerintahan bida.ng 
komunikasi dan informatika, staosnk, dan pcrsandian di 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangen scbagai 
pedoman pclaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaj[ peraruran perundang-undangan dj 
bidang komunikasi dan informatika, atatistik, dan 
persandian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta 
pedornan pelaksanaan tugas; 

t. rnenyelcnggarakan pernbinaan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan 
informatika, ste tistik, dan persandian eesuai perundang­ 
undangan agar klnerja Oinas rnencapai target yang tclah 
ditetapkan: 

g. menydcnggarakan polnyanan prirna, Iasititas], dun inovast di 
bldang komunlkasi dan informatika, scausuk, clan 
persandian sesuai dcngan ketenruan peraturan perundang­ 
undangan guna. peningkatan kualiras kerje ; 

h. rnenerapkan Standar Operaslonal Prosedur (SOP) dalam 
pcnyelenggaraan kegiatan di bidang kormmika sr, 
informatika, stauatik, dan persandian agar diperoleh h1:1:;il 
kerja yang optimal; 
mcnyelenggarakan pcngelolaan opini dan aspirasi publik, 
pengelolaan inrormas! publik, petayanan informasi publik, 
dan penyelesaian scngket.a lnformasi publik di daerah, serta 
pengelolaan pengaduan masyarakat ecsuai dcnga n peraturen 
perundang-undangan; 

j. rnenyelenggarakan monitoring informasi da.n pcnetapan 
agenda priorjras komunikasi Pcmerintah Dacrah, 
pengelotaan konten den perencanaan media kornunikasi 
pubtik, pengelolaan Media Komurrikasi Publik, penyediaan 

6 
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sarans dan prasarana pendukung informasi dan kornunikasi 
publik Pemerintah Daerah, dan membangun kemitraart 
dengan pemangku kepentingan yang memiliki potenei sebagai 
jejaring dalam diseminasi Inforrnaai Publik; 

k. mc-nyc!cnggarakan layanan hubungan media, hubungan 
masyarakat, media dan kernitraan komunitas, dan 
manajemen komunikasi kris.is unruk menangani isu yang 
berdarnpak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga 
Pemerint:ah Daerah dalam rangka peaksanaan lungsi scbagai 
kornunikator Pemerintahan Daerah; 

I. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan c­ 
government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
sinkronisasi pengeloleen Rencana lnduk dan Anggaron 
Pcmcrintahan Berbasis Elektron1k, pengelotaan Oovemment 
Chief Information Officer (GCIO) daerah, dan pemantauau 
(mani.torirt~, evaluasi dan pclaporan pcngembango.n ekosistem 
sistern pernerintahan bcrbasia elektronik di daerah; 

m.menyelenggerakan penyecliaan, pengembangan dan 
pengelolaan ekoslstem kaouparen/ kota cerdas (smart city) di 
daerah, fasilitasi keterhubungan data dan/atau inforrnasi 
aritara Perangkat Oa.erah dcngan pemangku kepentingan 
nonpemerintah, fasilitasi penyusunan kebijakan (master 
plan!, serta penyusunan laporan perkembangan 
pcnyclcnggaraan kabupaten/ kota cerdas (smart city) kepada 
kepala daerah secara berkala; 

n. menyelenggarakan pendaftaran dan penggunaan Nama 
Domain Pemcrintah Daerah, domain pemerintah dcsa, dan 
sub domain perangkat daerah, pcndaltaran slsrern elektroruk 
pemerintah daerah, penatalaksanaan, pengelolaan, dan 
pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengembangan 
portal dan strus web Pemerintah Decreh; 

o. menyelenggarakan pengembangan Apllkas] dan Proses Bisnis 
Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan tata kelola 
dokumen clcktronik dan inforrnaei elektronik yang 
diselaraskan dengan kebijaka.n saru data Indonesia, 
penetapan satu data pcmerintah daerah, serta 
pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah (SPL,D) bagi daerahnya dengan 
memenuhi standar lmeroperabtlhas: 

p. menyelenggarakan Siscem Jaringan Intra Pernerintah Daerah 
termasuk penggunaan akscs internet yang diamankan, 
Sistem Jarlngan Komunikasi Intra Pcmerintah Dacrah, dan 
pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pernulihan Bencana 
eeeuai dengan ketentu.an pcraturan perundang-undungaru 

q. menyelenggarakan koordinaei dan ainkrorrisaai 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan discminasi data 
statistik sektoral dalarn rangka memberikan pelayanan 

7 
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Bagian Kedua 
Sckrctariat 

Pasal 7 

(11 Sckrctariat Dlnas dipimpin olch sekretarts yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kcpala Dinas, 

(2) Sekretarial Dinas sebagaimana dlmaksud pada ayat ft), 
mempunyai rugae melaksanakan sebagian rugaa Kepala 
Dinas dalarn perumusan kebijakan teknis, pcngoordinasian, 

informasi pernbangunan, penyusunan dan pengelolaan 
metadeta atatistlk sektoral di lingkup pemetintah daerah, dan 
penyusunan data base statistik sekioral terpadu terintegrasi 
untuk mewujudkan satu data pemerintah daerah sesuai 
dcngan ketentuan yang berlaku; 

r. menyelenggarakan otorisasi statlstik sektoral, pengembangan 
kapasitas kelembagaan statistik sektcral. dan pengernbangan 
tntrsatruktur statistik sektoral di lingkup perneriruah dacrah: 

s. menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan lnforrnasi 
Pernerintah Dacrah yang meliputi penga.manan inJormasi non 
clektronik dan pengamanan slstem eJekcronik, pcnggunaan 
Tanda Tangari Elektronik dan pcnerapan Sertifikat Elcktronik 
pada sctiap layanen publik dan layanao pemerintahan 
berbasis elektronik, penyediaan Layanan Keamanan 
lnjcrmasi, serta pelaksanaan manajemen Laya.nan Keamanan 
lnformasi untuk mcnjarnin keberlangaungan dan 
meningkatkan kualitas Layanan Keamanan I nrorrnast; 

L menyelenggarakan pelaksanaan operasionalisasi Jarlng 
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang mcliputi jaring 
kornunikasi sandi antar perangkat daerah, internal pcrangkat 
dacrah dan jaring kornunikasi eandi pimpinan daerah; 

u. menyelenggarakan pcnguatan kapasaas Sumbcr Daya 
Komunikasi Publik, pengembangan dan pengelolaan Sumbcr 
Daya Tcknologi lnforma:si dan l<omunikasi Pcmerintah 
Daerah, pengelolaan Sumber Daya Keamanan lnformasl 
Pernerirrtah Oaerah, dan peningkatan kapasltas SDM 
Pemerintah Dacrab dalam pcn.ingkatan mutu etefietik decrah 
yang terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

, -. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Din as dengan car a 
mengukur pencapaian program kerja yang Lelah disusun 
untuk bahan laporan kepada Bupali dan kebijakan tindak 
lanjut; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati balk lisan 
maupun tcrtulis sebagai wujud akuntabilitas clan 
transparansi; 
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h, mcngoordinasikan dan menyiapkan konsep 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

fungsi sebagaimana 
(3), Sekrctaris D111as 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan 
dimaksud pada ayat (2) clan ayat 
mempunya.i uralan tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat 

berdasarkan pcraturen perundangundangan dan has.il 
evaluasi kegiacan tahun sebelumnya scbagai pedoman 
pelaksnnaan tugas: 

b, rnenjabarkan perintah pimpinan melalui pcngkajian 
perrnaaalabnn dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan rugas bcrja.lan efektif dan efisien; 

c. rnernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetcnsinya sorta memberikan arahan balk secara 
lisan maupun tertulis guna ketancsran pelaksauaa n 
tug as; 

d. metaksanakan koordinasi dan konsulrasi dengan instan5i 
tcr-kair baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informnsi, maeukan, serta dalarn rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas: 

c. mcne1aah dan mcngkaji peraturan perundangundangan 
sesuai lingkup rugasnya sebagai bahan atau pedcrnau 
untuk melaksanakan kegiatan; 

r. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas clan naskah 
dtnea yang bcrkaita.n dengan kegialan percncanaan, 
evaluasi, pelaporan, sistern informasi, kcuangan, 
admimstrasi umurn, kepegawaian dan rungsi lain yang 
diberikan oleh Kepala Dlnas: 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rcncana 
Kegiaian dan Anggatan (RKA). Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai 
ketcntuan dan plafon anggaran yang ditctapkan; 

pcmbinaan, pengawasan, pengendalian, pengelotaan dan 
fastlitasi kegiatan di bidang pcrencanaan, evaluasi. 
pelaporan, umum, kepegawalan, dan keuangan. 

(3) Untuk mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretariar mempunyai fungsi ; 
a. pcrumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; 
b. pengoordinasian dan petaksanaai I keglaran 

kesekretariaran; 
c. pernbinaan, pengawasan. dan pcngendaJiart kcgiatan 

kesekretariatan: 
d. pengclolaan dan (asilitasi kegiatan kcsekretariatan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

kesekretar iatan; dan 
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepa la Dinas 

di bidang kcsekretarintan. 
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Rcncana Strategis (Renstra), Rcncana Kerja (RenJa), 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan 
jenis dokumen percncanaan lalnnya sesual dcngen 
kerentuan yang berlaku; 

I. mengoordinasikan dan mcnyiapkan konscp Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan 
Kir,;erja lnstansi Pemerlntah (LkjlP), Evaluasi Kincrja 
Pembangunan Daerah (EKPD), srsiem Pcngendalian Intern 
Pemcrintah (SP!l'), Pengendalian Operasional Kegiatan 
(POK) dan jenis pclaporan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang beriaku; 

j. mengelola sistem informasi dan data Din as sesuai dengan 
ketenruan yang berlaku agar diperoleh etekuvuas dan 
efisiensi pelaksanaan kegiatan: 

k. menyelcnggarakan pelayanan administresl umum, 
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
protokoler, perpuetakaan, kearsipan, dokumeruaai, 
perlengkapanj'pcrbekalan, pengamanan karnor, 
kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan 
asct tidak tetap, scrta (asilitasi kegiatan rapa l dan 
penerimaan kunjungan tarnu Dinas; 

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang 
dan jasa di !ingkungan Dinas sesuai dengan peraturan 
pcrundang-undangan: 

m. mengoordinasikan dan mernfaailitasl penyusunan Sta.ndar 
Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis 
beban kcrja, evetuasi jabatan, budaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat, standar pelayenan seria 
ptngusulan forrnasi kebutuhan pcgawai Dinaa; 

n. melaksanakan pernbinaan, pengawaaan, dan 
pengcndalian fungsi-fungsi manajemen administrasi 
perkantoran agar terwujud pelayanan pruna; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencaparan 
program kerja yang telah disusun untuk bahan lapuran 
dan kebijakan tindak lanjuc; 

p. mengevanrasi dan mennat prestasi kerja bawahan 
berdasarka n sasaran kerja pcgawai dan pertlaku kcrja 
sesuai ketcntuan dalam rangka peningkatan kar'ir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

q, menyusun Japora n peJaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan sebagal wujud akuntabllltas dan transparansi 
pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampa.ikan saran dan pertimbangan kepeda pimpinan 
baik lisan rnaupun tertulis bcrdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalen lanca.r serta untuk menghindari 
penyimpangan; 

IO 



{ l] Subbagian Um-urn clan Kcpcgawaien dipimpin oleh Kcpala 
Subbagian yang berkedudukan dr bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) KepaJa Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( l], mempunyai tugas rnelaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris da.lam pe nytapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pcmbinaan, 
pengawasan, pengcndalian, pcngclolaan dan Iasilitasi 
kegiatan di bidang adrninistrasi umwn, ketaralaksanaan, 
kenumasan, perpustakaan, kearstpan, dokumcruasi, 
perlengkapan, pengelolaan barang, kepcgawaian, fasiutas. 
kegiatan analisis jabalan dan budaya kerja. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
rnernpunyai uraian tugas : 
a. mcnyusun rcncana dan program kegiatan Subbagian 

Umum dart Kepegawaian berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan dan hasit evaluasi kegiatan tahun 
sebe.lumoya sebagai pedoman pclaksanaan rugas: 

b. mcnjabarl:can pcrinia.h pimpinan melalui pcngkajian 
permasalahan dan peraturan pcrunda.ng-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan eflsien; 

c. membagi rugas bawahan scsuai dcngan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik sccara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pclaksnnenn 
tugas; 

Pasal 9 

Pasal 8 

( l) Sueunen Organisaei SckretariaL sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayal ( l) huruf b, ierdiri alas · 
a. Subbagi~n Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Koordinator Perencanaan dan Kettangan. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bereda 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(3) Sub Koordlnaeor Perencanean dan Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b tcrdiri alas 
kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas mela.lui Sekretarrs. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (3) 
mempunyai tugas sebagaimana tcrcantum dalarn 
Lampiran II yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

s. melaksanakan tugas ked.inasan lain dari pimpinan sesuai 
denga.n rugas dart fungsi unit kcrjanya. 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertik.a! maupun horizontal unruk 
mendaparkan informasi, masukan, serta dalarn rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas: 

e . menclaah dan m.cngkaji perarurun per-uridang-trndangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan steu pedoman 
untuk melaksanakan kegiatan: 

f. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk ieknis, 
petunjuk petaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup 
tugasnya guna mendulrung kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

8· melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan 
asct teta.p dan aset tidak tetap; 

h. memfasllltasl penyusunan anallsls ja batan, aoallels bcban 
kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kcpuasan 
masyarakat, standar pelayanan serm pengusotan formasi 
kebutuhan pegawai Dinas sesuai dcngan pc:raturan 
perundang-undangan: 

L mcreneanakan, memproses dan melaporkan pcngadaan 
barang dan jasa untuk keperluan Oinas serta 
mcngusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak 
berwujud dan barang perscdiaan scsuai dengon peraturen 
perundang-undangan; 

J, mclaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pcngadaan dan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik {LPSE) Daerah dalam rangka 
pengedeen barang dan jaea Dinas sesuei dengan 
peraturan perundang-undangan; 

k, mclaksaneken penatausahaan, lnventarisasi, dan 
pelaporan eeet semesteren clan tahunan untuk Lcrtib 
adrninistrasi eerta melakukan pengawasan, pengendalian, 
pcrneliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat 
digunakan optimal; 

I. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta mernelihara 
fde/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Oines guna 
terciptanya tcrtib administrasi kepegawaian: 

m. .menyiapkan bahan dan memproses uautan keneikart 
pangkat, mutasi, gajl berkala, pemberhcntian/pensiun, 
pemouatan kartu suami/lsteri, tabungan asuransi 
pcnsiun (caspen], pengjriman peserta pendidikan dan 
pelatihan (diklatl/birnbingan lcknis {bimcckl, dan urusan 
kepegawaian Iainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah cangga serta menyiapkan 
sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat­ 
rapat maupun penerimaan kunjungan tarnu Dinas; 
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(1) Bidang lnformasi dan Komunikasi Publik dipimpin oteh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di oawah dan 
bcrtanggung jawab kcpada Kcpala Dinas. 

12) Kepala Bidang lnformasi dan Komunikasi Pubhk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas 
metaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasran, pembmaan. 
pengawasan, pengendeliarr, pengelclaan, rasttltast. cvaluas.i , 
dan peiaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi 
publik. 

(3) Untuk rnelaksanakan Lu(l.a& scbagaimana dimaksud pndn 
ayat (2), Bidang lnformasi dan Komunikas, Publik 
mernpunyei Jungsi : 
a. perumusan kebijakan tckrris di bidartg informaei dan 

komunikasi publlk; 
b. pengoordinaeian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

informas! dan komunikasi publik; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang informaai dan kcmunikasl publik; 

Bagian Ketiga 
Bidang lnformasi dan Komunikasi Publik 

Pasal 10 

o. mcngoordinasikan kegiatan pengamnnan karuor, 
kcbersihan, dan pertamanan agar tercipta lingktmgan 
kantor yang teruo, bersih, aman dan nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Opcrasional Prcsedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum 
dan Kepegawaian; 

q. mclaksanakan pemantauan dan evaluasi kegialan 
Subbagian Umum dan Kepegawaien dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang Lelah disusun 
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut: 

r. rncngcvaluasi dan menilai prestasl kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesual kctentuan daJam rangka peningkatan karlr, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun Japoran pelakaanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akunt.abilitas dan transparansi 
pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran den pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan rnaupun terrulia berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

u. rnelaksanakan cugas kedinasan lain dari pimp.inan scsuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya, 



d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan 
komunikasi publik; 

e. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
informasi dan komunikasi pubJik; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepata Dinas 
di bidang informasi dan komunikasl publik. 

(4) Untuk mclaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana 
clirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Inforrnasl 
dan Komunikasi Publik mernpunyai uraian tugas; 
a. rnenyusun rencana dan progrum kegiatan Bidang 

lnformasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraruran 
perundang-undangan dan hasiJ evatuasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelakaanean rugas: 

b. mcnjabarkan perintan pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraruran perundang-undangan agar 
pelaksanaan tuges bcrjalan efekt.if dan eflslcn; 

c. mernbagi rugas bawahan scsuai dengan jabatan dan 
kompetcneinya seete memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertuns guna kelancaran petaksanaan 
tu gas; 

d. melakeanakan kcordinaai dan konsulta$i dcngan matans.i 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, masukan. serta dalarn rangka 
sinkronisasi dan harmonlsasi pclaksanaan tugas: 

e. menelaa h dan rnengkaji peraturan perundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 
untuk melak:sanakan kegiatan; 

f. menyia:pkan konsep kcbijakan Kepala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dcngan kegiatan pengclo!aan 
Informasi dan Komunikasi Publik, termasuk Kchurnasan 
Pemerirttah Daerah: 

g. mcngoordinastkan penyelenggaraan kesia~an di bidang 
Pengelolaan lnlormasi dan Komunikasi Publik, terrnasuk 
Kehumasan Pemerinta.h Daerah; 

h. mengoordinasikan perumusan kcbijakan rcknis dibidang 
inforrnasi dan komunikasl publik; 

1. mcngoordina.sika.n pelaksanaan monitoring opini dan 
aspirasi publik yang meliputi pemantauan tsu Publik di 
media massa dan media sosial. pengumpulan pendapat 
urnum, pernantauan uduen masyarakat, serta evaluaai 
den pemilihan !su Publik; 

j. mengootdinasikan pclaksanaan monitoring informasi dan 
peneiapan agenda prioritas komumleasl Pemcrintah 
Daerah yang meliputi pemantauan inforrnasi kebijakan 
yang terkalt dengan kewcnangan daerah berdasarkan 
agenda prioritas Pemerlntah Dacrah; dan evatuusi dun 
penetapan agenda prioritas komunikasi Pcrnerintan 
Dacra.h; 
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k. mengoordinasikan pclaksanaan pengelolaan konien dan 
perencanaan media kcmunikasi publik yang mcliputi 
penyusunan strategi kornunikasi publik, dan pengemasan 
konten; 

1. mengoordinaaikan peleksanaan pcngclolaan Meclia 
Komunikasi Publik melalui pengelolaan media milik 
Pemerintah Daerah, pemanfaatan media la.in untuk 
dlscminasi pesan. dan evaluasi penggunaan Media 
Kornunikasi Publik; 

m. mengocrdinaslkan pelaksanaan pengelolaan informasi 
publik, pela.yanan informasi publik, dan penyclesalan 
sengketa informasi publik di dacrah, serta pengelolaan 
pengaduan masyarakat; 

n. mengoordinasikan pclaksanaan layanan hubungan media 
melalui pengelolaan hubungan media dan peleksanaen 
fungsi komunikasi scbagai komunikator Perner-irnahem 
Dae rah; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan kernitraan dengan 
pemangku kepentingan yang meliputi kegiatan 
pengernbangan dan pemberdayaan pemangku 
kcpentingan yang memiliki potensi sebagai jcjaring dalam 
diseminasi tnrormasi Publtk; 

p. mcngoordinasika.n petaksanaan manajerncn komunikasi 
knsis untuk menangani isu yang bcrdarnpak ncgatif 
rerhadap reputasi atau citra lernbaga Pemermtah Daerah, 
yang meJiputi penyiapan penanganan komunika.si krisis, 
pcngclolaan komunikasi kris!s, clan evaluasi pcnanganan 
komunikasi krisis; 

q, mengoordinaaikan pelaksanaun penguruan kapaeitaa 
Sumber Daya Komunikasi Publik, yang melipuri 
pengembangan kapasitas Sumber Daya Komu nikAsi 
Publik, dan penycdiaan den pcrnbcrian konaultasi serta 
advokasi kepada tndividu pengetola informasi dan 
komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah; 

r. mcngoordinaalkan penyelenggaraan Hubun,gan 
Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; 

s mengoordinasikan penycdla.an aeau pengadaan Sata.na 
dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komuntkasl 
Publik Pemerintah Daerah: 

t. meJaksanakan peman rauan dan evaluasi pelaksanaan 
kcgiatan Bidang lnformasi dan Komunikasi Publik dengan 
cara mengukur pencapaiao program kcrja yang tclah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tlndak 
lanjut; 

u. mengevaluasi dan menilai preatasi kerja beweban 
berda:sarkan sasaran kerja pegawai dart pedlaku kerja 
sesuai keternuan dalarn rangka penlngkatan karlr, 
pemberian penghargaan dan aankai; 
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(I) Bidang Aplikasi lnformatika dipimpin olch Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab 
kepada Kcpala Dinas 

(21 Kepala Bidaag' Aplikasl tnformauka sebagaimam>. dimaksuct 
pada ayat (1), rnempunyai ruges melaksanakan sebagian 
lugas Kepala Dinas dalarn pcrumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pcngawasan, pengendalian, 
pengelolean, fasilitasi, evaluasi, da.n pelaporan kegiatan di 
bldang aplikasl informatika. 

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2), Bidang Aplikasi lnformalil<a mempunyai fungsi , 
a. pcrumusan kebijakan teknis cu bldang aplikasi 

inforrnatika; 

Bagian Kccmpat 
Bidang Ap1ikasi tnformarika 

Pasal 12 

(1) Susunan Organisasi Bidang Inforrnasi clan Kcmunikasi 
Publik sebagairnana dlmaksud Pasal 5 ayat {I) buruf c, 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang rerbagi 
atas tiga sub koordinator: 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayai ( l), 
tcrdiri etas: 
a. Sub Koordinator Pengclolaan da.n Pengadusi.f'I 

ln[ormasi Publik; 
b. Sub Koordinator Media Massa; 
c. Sub Koordinawr Publikasi dan Sumbcr Daya 

J<omunikasi. 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Din as melalui l(epala 
Bidang lnformasi dan Komunikasi Publlk. 

{4) Sub koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peratu.ran Bupati Int. 

Pasal I I 

v. menyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabititas dan transparansi 
pelaksanaan keglatan; 

w.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan rnaupun terrulis bcrdasarkan kajian agar' 
kegiatan berjalan lancar serta unruk menghindari 
penyimpangan: 

x, rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan eeeuel 
dengan rugas dan Iungei unit kcrjanya. 
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b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiaren di bidang 
apllkaai lnformatika; 

c. pernbinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 
bidang eplikasi inforrnatika: 

d. pengelolaan dan fasilitasi kcgiatan di bidang aplikasi 
informatika; 

e. pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
aplikasi informatika; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
di bidang aplikasi informatika. 

(4) Untuk metaksanakan tugas dan fungsi sebagaimena 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidani, Aplikasi 
lnformatika mempunyai uraian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Aplikasi 

Informadka bcrdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil cvaluasi kcgiatan tahun sebelumnya seoag»t 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan pcrintah pirnpi.nan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
petaksanaan tugas berjalan efektif dan clisicn; 

c. roembagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta membcrikan arahan baik secara 
lisan rnaupun tertulis guna kelancaran pclaksanaan 
tu gas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuttasi dengan mstansi 
tcrkait balk vertikal maupun horizontaJ uutuk 
mendapatkan informaai, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan pcrundang-undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan aiau peduman 
untuk rnelaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kcpala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan rata kelola dan 
pemberdayaan informatika, pernberdayaan aplikasi dan 
kontcn, scrta infrastruktur tcknologi inforrnaei: 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang 
pengelolaan Aplika~i tnformatika yang melipurl 
pengelotaan Nama Domain yang Lelah duetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintab 
Daeruh, sertn pengetolaan aiscem pcmcrintahan berbasis 
elektronik di ungkup Pemerintah Dacrah; 

h. rncngoordinasikan penatalaksanaan dan pengawasan 
pengetolaan sistern pernerintahan berbasis eleku-onik 
dalam pcnyelenggaraan Perneriruahan Oaerah untuk 
mena.to. proses sekaligus memastikan kepatuhan tcrhadap 
peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun 
Rencana lnduk dan/atau Arsitektur Pemeriruahan 
Berbasis Elektronik; 
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L, rnengoordinasikan pelaksanaen sinkronisasi pengelolaan 
perencanaan dan penganggaran dalrun penyelenggaraan 
pemerintahan berbasis elekcronik, serta petaksanaan 
pemantauan [monitoring], evaluasi dan pelapcran 
pcngcmbango.n ckoeistem eletem pemerintahan berbaais 
elektronik di daerah; 

j. mcngoordinaaikan pendaftaran dan pcnggunaan Nama 
Domain PcmcrinLah Daerah sebagai alamai elektronik 
rcsrni Pcmcrintah Daerah, dan nama sub domain 
perangkat daerah, scrt.a pendaftaran sistern elektronik 
pemerintah daerah sesuai dcngan keteruuan peraturan 
pcrundang·undangan: 

k. mcngoordinasikan penatalaksanaan, pengelolaan, dan 
pengawasan Nama Domain dan Sub Domam dalam 
Penyelcnggaraan Pemerinrahan Daerah, serta pembinaan 
lekr,is lerhadap portal dan :situs web Peeangknt Daerah 
dan desa, yang rneliputi fasilitasi, konauttasi, koordinasi, 
bimbingan teknis, dan pengembangan dalam 
penyelenggaraan portal clan situs web Pcmcrintah Daerah; 

I. mengoordinasikan pelaksanaen pengelolaan Pusat Data 
dan Pusat Pemulihsn Bencana untuk keperluan 
penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, balk 
yang disclenggarakan sendiri maupun rncnggunakan 
pusat data naslonat, dan/atnu menggunakan P1.,1sa1 Data 
pada kcmenterian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau 
Pus.at Data nonpemerintah rnelalui skema kerje sarna 
scsuai dengan ketentuan pcraruran perundang­ 
undangan: 

m. mengoordinaeikau pelaksanaan penyelenggarann Sistcm 
Jaringan Intra Pernerintan Daerah yang mcrupakan 
jaringan terrutup yang mcnghubungkan antar simpul 
jaringan dalam Pemerintah Daerah, interkonekai jaringan 
dengan. Pusat Data Nasional secant bertahap, serta 
penggunaan akses internet yang diamankan untuk 
perangkat daerah dan/atau unit kerja. di lingkungan 
Pemerintah Dacrah yang belum terhubung dengan 
Jaringan Intra Pemerintah Daerah; 

n . .rncns;oordinasikan penyelengg:uaan Siste-to Jadng:i n 
Komunikasi Intra Pernerintah Daerah yang rncrupakan 
Sistem Elektronik kontunikasi terrutup anrar- perangkat 
daerah berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal 
lainnya: 

o, mengoordlnasikan pcnerapen rate kelola dokumcn 
elektronik yang diselaraskan dengan kebijakan satu data 
Indonesia, penggunsan dokumen elektronik dan 
inforrnasi elektronik Pemerintah Daerah, serta fasihtasi 
tntegrasi layanan, pertukaran data dan informasi antar 
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r. mengoordinasikan penyediaan, pengembangan dan 
pengcloleen ekosistcm kabupatcn/ kota cerdas (smart city) 
di daerah, fasilitasi kererhubungan data dan/ a tau 
informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku 
kepentingan non pemertnrah, fasllitasi penyuaunan 
kebijakan (master plan), serta penyusunan laporan 
pcrkcmbangan pcnyelenggaraan kabupaterr/ kota cerdas 
(smart city) sccara berkala; 

s, mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan 
$umber Deya Tcknologi lnformasi dart Komurtikasi 
Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dan 
optimalisasi peman.faatannya berdasarkan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan; 

t. mcngoordinasikan pelaksanaan rasiJ;tasi peuyetenggaraan 
Government Chief Information 0/f=r {GCIO) pemerintah 
kabupatcn agar dapat mcmbcrikan dukungan dan/ atau 
jaminan penyelenggaraan, manaiemen, audit, 
pemanr:a.uan clan evaluasi pernerintahan berbasis 
elektronik di daerah; 

u, melaksanakan pernaruauan dan evaluasi pclaksanaan 
kegiatan Bidang Aplikasi l.nformatika dengan care 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan dan kcbijakan tindak lanjut; 

v, mengevaluasi dan rnenilai prestasi kerja bawahau 
berdasa rkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
seacai kelentuan dalarn rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan, dan sanksi; 

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akunrabilitas clan rrnneparanel 
pclaksanaan kegiatan; 

perangkat daerah, pernerinrah daerah lainnya. maupun 
pcmcrinta.h dacrab dcngan pcmcrintah puset; 

p. mcngoordinasikan pcmbangunan dan pcngcmbangan 
aplika si pemcrintaha.n berbasia e1ekt.ronik (aplikasi multi 
plaLform), dan pcnyusunan prceea bisnie layanan 
pemerintah berbasis elektronik sebagai pedoman dalam 
penggunaan Dokumen Elektronik dan tnformasi 
Elektronik serta penerapan apllkasi pemerintahan 
berbasis elektronik sesuai dengan standar kcamanan 
inror-masi dan layanan pernerintah berbasis clcktronik di 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perunctang­ 
undangan: 

q. mengoordlnaslkan pengcmbangan dan pcnycdiaan Sistcm 
Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLDI bagi 
daerahnya dengan memenuhi standar interopcrabilitas 
antar layanan pemerlntahan berbasts eleku-onik, dan 
menjamin kemarnpuan ketcrhubungen dengan SPLPD 
pada dacrah lain, ds.n aietem penghubung leyanan 
nasional: 
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Pasal 14 
( l) Bidang Statistik dan Persandian dipimpin okh xepata 

Bidangyang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kcpada Kcpala Dinas. 

(21 Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagairnana 
dimaksud pada ayat (l} rnernpunyal tugas melaksanakan 
sebaglan tugas Kepala Dinas dalam perurnusan kcbijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan di bidang statistik dan persandian. 

(31 Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bidang stausuk dan Pcrsandian mernpunyal Cungai: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang statisuk dan 

persandian; 
b. pengoordinasia.n dan pelaksanaan kcgiatan di bidang 

statisdk dan persandian; 

Bagian Kelima 
Bidang Statistik dan Persandian 

(I} Susunan Organisasi Bidang Aplikas! lnformatika 
scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ay-<>t (II huruf d, 
terdiri atas kelompokjabatan [ungsional yang terbagi atas 
tiga sub koordinator. 

(2) Sub koordinator, sebagaimane dimaksud pada ayat ( l], 
terdiri atas: 
a. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan 

lnforrnatika; 
b. Sub Koordinator Pemberdeyaan Aplikasi den Kontcn; 

dan 
c. Sub Koordinator lnfrastruktur Teknologi lnformasi. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kcpa.la 
Bid.ang Aplikasi 1nformatika. 

(4t Sub koor-dinator 3cbagaimanu dimeksud pada Qyo..t (2) 
mernpunyai tugas sebagerrnana tercanrum dalarn 
Larnpiran II ya.ng rnerupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

x. menyampatkan saran dan pernmbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian ag~r 
keglatan berjalan lancar serta untuk menghindart 
penyimpangan; 

y. mciaksa,nako..n rugas kcdina.san lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsl unit kerjanya. 
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c. pembinaan, pengawasan, da n pengendalian kcglatan di 
bidang stadstik don persandian; 

d. pengelolaan dan rasilitasi kegiata n di bidang sta,islik dao 
persandian; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelapcran kegiatan dl bidang 
statisuk dan persandian; dan 

f. pclaksanaan fungsl lain yang dibe.rikan olch KepAla Dinas 
di bidang statistlk dan pcrsandian. 

(4) Untuk mclaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat !2) dan ayat (3), Kepala Bidang Statistik 
dan Persandian mcmpunyai uraian iugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Statistik 

dan Persandian berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebetumnya 
aebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan pcrintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelakeanaan tugas bcrjalan efektif dan efisien: 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dcngan biclang 
rugasnya serta membcrikan arahan dan petunjuk balk 
secara Ilsan maupun tercutis guna meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan rugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dcngan instanai 
terkait baik vertikal maupun hor-lzonrnl untuk 
mcndapatkan inforrnasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peratur.en perundang- undangan 
sesuai ling:kup utgasnya scbagai bahan atau pedoman 
unruk melaksonaka.n kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kcbijakan Kepala Dinas dan naakah 
dinas yang berkaitan dengan bidang data stausuk 
sektoral, persandian, dan keamanan inforrna.si sesuai 
dengan. peraturan perundang-undangan; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
penyelenggaraan S1.ati:slik Sektoral di lingkup Daernb, 
penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 
l nformaai Pemerintah Daerah, dan _penetapan Pola 
Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Dacrab 
Kabupaten: 

h. mengoordinasikan penyusunan kebijt:tke.n pengelol.aan 
Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah; 

i. mengoordinaslkan pclakeartaan pcrcncanaan. 
pengumpulan, perekaman, pengolahan, vcriflkasi eteu 
pcrneriksaan, dan analisis data staustuc sektoral, serta 
menyajikannya dalam rangka mcmberikan pelayanan 
informasi pembangunan; 

J, mengoordinasikan pcnyusunan data statistik sektoral dan 
rnenyajikan dalam bcntuk buku kcmpilasi dste Htat.istik 
sektoral; 
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k. mengoordinasikan penyusunan data base staristlk 
sektoral terpadu terintegrasi un tuk rnewujudkan s~tu data 
pemerintah daerah sesuai dengan ketcntuan yani; 
berlaku; 

l. mengoordinasiko.n pelaksanaan perryelengger-aan otor'iaasl 
statistik sektoral, pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan 
dan pengendalian tcrhadap sistcm pengolahan data dan 
statisuk sektoral dl lingkungan pemedntah daereh, 
pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan survey staustik 
ecktorel o1eh perangkat dae.rah, serta diserninasi clan 
penyebarluasan data hasil kegiatan ste Li~tik sektcral 
perangkat daerah di lingkup pernerintah daerah; 

m. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan rnetadata 
statistik sektoraJ yang meliputi metadaia kcgiatan 
sartistik, metadata indikator statistik, dan mctadata 
variabel sausrlk di Iingkup pemerintah daerah; 

n. mengoordinasikan pengadaan, pengelolaan, dan 
perneliharaan secara rutin terhadap Intrastruktur stausuk 
sektoral, serta peogembangan dan. pcningket.an kapasitae 
kelembagaan statistik scktoral di lingkup pernerintah 
da.erah; 

o. mcngcordlnasikan pembinaan dan pcngcmbang-n.n 
kapasitas sumber daya manusia dibidang statistlk 
sektcral di lingkungan pemerintah dcerah dalam 
Peningkatan Mutu Sraustik Daerah yang 'rertrnegraal; 

p. mengaordinasikan penyusunan kebijakan Pcngamanan 
Informasi dalam mcndukung penyelenggeraan Sistern 
Pernerintahan Bcrbasis Elektronlk di oaerah untuk 
menata proses sekaligus memastikan kepatuhan terhadap 
peraturan dan hukum yang berlaku dengan mcnyusun 
Rencana Strategis (Renstra) Pengamanan lnformasi, 
Arsilektur Keamanan lnforrnasi, dan menetapkan aturan 
mengenal tata kctola Keamanan lnformasl; 

q. mengoordinasikan pclaksanaan analisis kebutuhan dan 
pc.ngclola.an Sumbcr Daya Kenmanan I nformaai y3n~ 
metiputi pcngelolaan aset keamanan tcknologl inforrnasi 
dan komunikasi (TIK), pengelolaan surnber daya manusia. 
dan manajemcn pengetahuan untuk mcningkatkao 
kualitas Layanan Keamanan trsformasi; 

r. mengoor-dinaalkan petaksanaan Kcamanan lnfonnasi 
Pemerintah Daerah yang mcliputi pengamanan lnforrnasi 
non elektronik dan pengamanan Sistern Elektronik dengan 
menggunakan sernfikat elektronik pada setiap layanan 
publik dan layancn pcmerintahan bcrbasis elektronik, 
penyetenggaraan pusat operasi Pengamanan lnfermasi di 
daerah, dan Audit Keamanan f nforrnaaij 
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{l) Susunan Orgariisasi Bidang Statistik dan Persa:ndian 
sebagaimana dimaksud pasat 5 ayat (I) huruf c, tcrdiri 
atas kclompok jabatan fungsionaJ yang terbagi atas dua 
sub koordinator, 

(2) Sub koordinator, scbagalmana dimaksud pada ayllt (11. 
tcrdi.ri Mas: 
a. Sub Koordinator Data dan Statistik; dan 
b. Sub Kcordtnaror Persandian dan Keamanan 

Informasi. 
(3) Sub koordinator sebagalmeria dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas rnelalui Kepala 
Bidang Statistik dan Persandian. 

[4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
mempunya.i tugas sebagaimana tercanrurn dalam 
Lampi.en II yang mcrupakan bagian tidak tcr-piaahkart 
dari Peraruran Bupat.i ini. 

Pasol 15 

s. mengoordinasikan pcnyediaan Layanan Kcarnanan 
lnformasi kepada kepala deceah dan wakil kepala daerah, 
perangkat daerah. pegawai alau apararur sipil negara pada 
pernerintah daerah, dan pihak lainnya, dan pelaksanaan 
manajemcn Layanan Keamanan Jnfonnasi untuk 
menjamin kcberlangsungan dan meningkatkan kuatuas 
tayanan Keamanan Tnrormasi kepada Pcngguna Layanan: 

t. mengoordinasikan pelaksanaan opcraeionalisasi Juring 
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang meliputijaring 
komunikasi sandi antar pcrangkac daerah, internal 
perangkat dacrah dan jaring komunikasi sandi pitnpinan 
daerah: 

u. melaksanakan pemantauan clan evaluasi pelaksnnaan 
kegiatan Bidang Statistik dan Persandian dengan earn 
mcngukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan den kebijakan tindak lanjut; 

v. mengevaluasi dan mentlai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai clan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka pe-ningkatan karir. 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan rransparanei 
pelaksanaan kegiatan: 

x. menyompaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinsn 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 
kcgiatan berjalan lancar serta unruk mcnghindari 
pcnyimpangan; dan 

y. ruelaksanakan tugas kedmasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 



rugasnya (I) Pejabat Fungsional rnelaksanakan fungst dan 
secara individu dan/atau berkelompok, 

Pasal 18 

(ll Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan togas 
berkaitan dengan petayanen rungsionaJ yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan icncntu. 

(2) Selain rnelaksanakan lungsi dan tugas scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pcjabat Fungsional dapat 
diberikan tugas tambahan scbagai Sub Koordinator yang 
dalam menjaJankan rugasnya bekerja secara in.dividu 
dan/atau Lim kerja. 

Pasal 1.7 

Bagian Kcduo 
Pengelolaan Kinerja Pc:jabat Fungsional 

(l) Kelompok Jabatan f'ungsional pada lingkungan Dinas 
ditetapkan sesuai dengan kcbutuhan dan mempunyai 
fungsi den rugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan kererarnpilan 
tertentu sesuai peraturen perundang-undangan. 

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
clan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 
Dinas, Kepala Bidang, Sckretaris yang merniliki 
keterkaltan dcngan pelaksanaan fungsi dan tugas 
Jabatan fungsionaJ. 

(3) Kelompok Jabatan Pungsional cerdiri dari sejurntah 
Pcjabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang 
kcahlia.n. 

[41 Jumlall, jenis, dan jenjang .Jabatan Fungsional 
aebagaimana dimaksud pada ayat \!), ditcntukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis bcban 
kerja, 

(5) Tugas, pembinaan nan pengembangan dabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dlrnaksud pada ayat ( l) dilakukan seeuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABV 
JABA1'AN FUNGSIONAL. 
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uni; 
da.n 

oleh pimpinan 
wajib diolah 

(7) Setiap laporan yang ditcrima 
organisaei dari bawahannya 

(!) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada ketcntuan pcraturan perundang­ 
undangan. 

(2~ Dalam rnelaksanakan tugas. setiap pirnpinan unit 
organleasi dan kelompok jabatan Iungsional wajib 
mcnerapkan prinsip kcordlnaei, inregrasl dan 
sln kronisast baik dalam Hngkungan masing-maslng 
maupun antar satuan organisas, di lingkungan 
pemerintah daerah serta instansi Jain d.i luar pemerintah 
daerah eesuai dcngan tugas meatng-rnaaing, 

(3) Seliap pirnpinan unit organrsast wajib mengawasi 
bawahannya masing .. masing. 

(4) Dalam hal setelah. dilakukan pcngawasan eebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tcrjadi pcnyimpangan, pimpinan 
unit organisasi mengambil langkah-langkah yllng 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

(5) Setjep pimpinan UJ1it organisasi bcrtanggung jaweb 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing­ 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan rugas bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib rncngikuu dan 
mematuhi pecunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masmg-maeing serra menyiapkan laporan berkala 
tcpat pada waktunya. 

Pasal 20 

BAB VJ 
TATAKE:RJA 

(l) Pcja.bat Fungaionel metaporkan petakaanaan rurtgsi dan 
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 
crganisasi, 

(2) Pirnpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk 
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/uiau 
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 

Pasal 19 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok 
sebagaimana dimaksud pads ayat (I) dengsn membentuk 
Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebegaimana dirnaksud pada ayai (2) dapat 
bcrasal dari ,Jabatan F'ungsional sejenis a tau berbaga i 
latar- belakang kcmpetensi yang eds pada Perangkat 
Dacrah terscbut atau dari luar Perangkat Oaerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kcrja sebagaimana d irnaksud pada 
ayar (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkal Daerah. 
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6 

(I) Dinas wajib menyusun kcbutuhan jumlah dan jenis 
jabatan apararur sipil ncgara berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis bcban kcrja. 

t2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
I l) dilakukan untuk jangka waktu 5 (Hrna) Lah1.1n yang 
diperinci per l (satu) tahun berdesarkcn priorita'S­ 
kebutuhan, 

Pasal 24 

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kcpala Bi<.lang, Kepala 
Sub Bagian dan .Jabaran F'ungsionaJ di Iingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang 
sesual dcngan ketentuan pcraturan perundang-1..\ndan.gan. 

Pasal 23 

Jcnjang jabatan dan kepangkatan serta euaunan 
kcpcgawaian diatur sesual ketentuan peraturan pcrundang­ 
undangan. 

Pasal 22 

BAB Vll 
KEPEGAWA!AN 

(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordlnetor 
untuk pelaksanaan tugas dan pcngelolaa.n kegiatan. 

(2) Sub Koordinator scba,gaimana dimaksud pada ayat \I) 
adalah rugas tambahan yang dibcrikan kepada pcjubat 
fungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris dan 
Kepala Bidang dalam menyusun pcrencanan , 
pelaksonaan dan pengendalian. pemantauen den 
evaluasl, serta pelaporan kegtatan pad a. un It kerjanya 
sesuai lingkup iugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pcngawas yang tidak disetarakan, rnaka 
tetap meJaksanakan tugasoya pada u.nit kerja masing­ 
masing. 

Pasal 21 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunao laporan 
lebih lanjut serta untuk memberikan pctunjuk kcpada 
bawaho.n. 

(8) Dalam mcnyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
mcnyampaikan tembusan kepada unit organisasl lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kcrja. 

(9) DaJam melaksanakan pengenda1ian kegiatan, seriap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
mcngodakan rapat berkala, 
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6 

Pernberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan olth Kepala 
Dinas. 

Pasal 28 

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 dan Pasat 26 disamping memperhatikan kesesuaian 
bldang tugae dan fungainya juga mempertimbangkan 
persyaratan administrast, kcscsueien kompetensi, 
kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman pcnugasan, 
integritas dan rnoralitas scrta persyaratan obyekuf lainnya. 

Pasal 27 

(I) Dalam hal terjaot kekosongan Sub Koordinator, Kepala 
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan 
berasal dar'i Pejabat Fungsional di Iingkungan kerianya. 

(2) Dalam hat di Ungkungan kerja Dinas tidak tcrdapat 
pejebat Iungsional, maka Kepala Dinas menunjuk 
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kcpala Dinas akan mcnunjuk Sub Koordinator 
yang berasal dari luar lingk1.mgan kerjanya, maka Kepala 
Dinas mengusull<an kepada Sekretarls Dacrah melalui 
pcrangkat daerah yang menangani kepcgawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordirtutor sebagajmana dimaksud 
pada ayat (3) ditaksanakan setelah mcndapm 
persctujuan dari Sekretaris Dacrah, 

Pasal 26 

(1) Untuk mcnunjang tugas dan Iungsi Kepala Bidang 
dirunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pcjaba l 
Fungsional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat ( ll, 
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan 
Pejabat Pungsional sesuai dengan kompetensi yang 
ber:sangkutan. 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan Kepata 
Din as. 

Pasal 25 

BAB VIII 
KETEN1'UAN LAJN·LAIN 
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Pasal 30 
{l) Pada saat Peraturan Bupeti ini mulai bertaku, maka 

Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 109 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organieasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika 
Kabupaten Kendal, berlaku ketentuan sebagai berikut . 
a terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan 

penyet.araan jebatan ke dalam jabalA.n rungsiona1 
dalam rangka pcnyederhanaan aerukrur organisasi, 
melaksanakan tugas dan Iungsinya bcrdasarkan 
Peraturan Bupati ini; 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap 
rnelaksanakan tugas den fungsinya sampai dengan 
dilakukan pclanukan yang bersangkutan kc dalam 
Pejabat Fungaional: 

{2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, rnaka 
Pclaks.ana di bawah Pejabat Pengawaa yang tidak 
ditakukan pcnyetaraan ke dalam jabata 11 fungsional 
dalarn rangka penycde:hanaan struktur orgarriaaai 
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tctap rnclaksanakan 
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang oersangkuian. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. rnaka 
Pelaksana di bawah Pojabat Pengawaa yang akan 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 
dalam rangka pcnycderhpnaan strUklur organlsasi 
beruasarkan Peracuran Bupatl int, melaksanakan 
rugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Pelaksana tetap rnelaksanakan tugasnya di bawah 

Pejaba.t Pengawas sampai dilakukan penyodcrhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini: 

b. Dalam hal tclah dilakukan penyederhanaan struktu r 
crganlsasl sebagairnana dirnaksud pada huruf a. maka 
Pelaksana melaksanakan tugas dlbawah koordinasi 
Sub Koordlnator. 

Pasal 29 
(I) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris 

clan Kepala Bidang dalarn p,cnyusunen rcncnna, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasl, serta pelaporan Iingkup tugas dan Iungsi unit 
kcrjanya masing-rnasing. 

(2) Disamping melaksanakan t1.1gas sebagaimana dimaksud 
ayat (I) Sub Koordlnator mempunyai rugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok .Jabatan 
Fuogsional sesuai bidang tugas dan Jungsinya, 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas rnelakukan penllaian 
kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional 
sesuai bidang rugas dan Iungsinya sesual peraruran 
perundang .. undangan. 

BABIX 
KETENTUAN PE:RAUHM 
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Hukum 

81':RIT!I DAERAH l<ABUP1\1'8N KE:NOAL TAHUN 2021 NOMOR 79 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

Sl::KRl';1'ARIS DAERAH 
l<ABUPAT8N K8ND!IL, 

Cap ttd 

MOii TOJ-111 

BUPATI KENDAL, 

Cap ud 

OICO M G!\NINDtrl'O 

Ditetapkan di Kertdal 
pada tanggat 29 Descm ber 202 J 

Passi 32 
Peraturan Bupati iru rnulai berlaku pada ,ang-gal 
diundangkan. 
Agar aeeiap orang rnengetahuinya, memeriruahkan 
pengundangaa Peraturan Bupati Ini dcngan pcncmpatunnye 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kendal. 

Pada saat Peraturan supau ini rnulai berlaku, rnaka 
Pera tu ran Bupati Kendal Nomor 109 Tahun 2020 tentang 
Kedudul<an, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sorta 
Tata Kerja pads Dinas Komunikasi dan lnforrnatikn 
Kabupatcn Kcndtd [Berlta Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2020 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak bcriaku. 

PasaJ 31 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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l , l Sub Koordmator Perencanaan dan Keuangan mcmpunyai tugas · 
a. menghimpun dan mencliti bahan cerencanaan dan usulan 

program kegiatan dari masing-masing sub koordinator clan 
subbagtan sesuai dengan keientuan yang berlaku gune 
menghindari kesalahan; 

b. rnenyiapkars bahan dan meny\tsun kcnsep Rencana Kegio.mn dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAi serta 
perubahan anggaran scsuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
diteto.pkan; 

c, menyiaplcan bahan dan menyusun konscp Rcncana Pcrnbangunan 
.Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Rcnstra), 
Rcncana Kcrja (Renja), lndikator Kinerja Utama (Ll<U), Perjanjian 
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku: 

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan sorta rncnghlrnpun dan 
mendokumentasi SOP yang disusun oleh maeing-rnasing 
suboagian, sub koordinator; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun rnateri tindak Lanjut hasi! 
pemeriksaan ata.u audit sesue.i dengen peraruran perundang­ 
undangan; 

r. menghlmpun dan mene1iti Japoran perkcmbangan tingkat reallsasi 
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian clan sub 
koordmeror eebegal bahan ponyu.swi.an laporan Perrgecdelian 
Operasional Kegiatan (POKt; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan 
Pc:rtanggungjawaban Bu pa Li (LKPJ}, Lapcran Kmerja I nstanei 
Pernerintah (LKjlP), Evruuasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPO), 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporen 
lamnya sesuai dengan ketcntuan yang berlak.u; 

h. melaksanakan koordinasi, pernbinaan, pengendalian, dan 
pemberlan bimblngan di bidang slstem Informasi dines; 

l. Sckrctariat 

TUOAS SUB KOORDINATOR PADA 
DINAS KOMUNIKASI DAN JNFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 

LAMPfRAN II 
PERATURANBUPAT!KENDAL 
NOMOR 79TAHUN 2021 
TE:NTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNOSI, SE:RTA TATA KERJA 
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN 
TNFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 
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2. Bidang lnformasi dan Komunikasi Publik 
2.1 SUb Koordinaror Pengelolaan dan Pengaduan [nformasl Pubhk 

mempunyai rugas: 
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pengetolaan opini dan e.spirasi publik, pengelolaan inforrnasi dan 
peogaduan untuk mertdukung kebijakan neeicnal dan kabuparen, 
dan pengelolaan manajemen komunikasi krisis di Kabupateo; 

b. metaksanakan pemantauan isu publik di media masss dan media 
sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan 
maeyerakat, evaluasi da.n pemilihan isu publik, serta 
pendistribusian isu prioritas dan isu terindlkasi krisis kepada 
pcrangkat dacrah; 

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan [pengktasifikasian, 
pemilahan dan pembuatan dokumen lnCorm.o.si p'ublik], 
pendokumentaslan, dan pemellharaan informasl publik dalam 
aplikasi data base internal dan/ a tau hardcopy guna tcrciptanya 
tcrtib adrninistrasi dan tata kclola administrasi dan informasi 
publik; 

d. mcnyiapkan bahan clan mclaksanakan update infcrrnaai ,YA.ng 
diburuhkan oleh warga rnasyarakat, berupa informasi publik 
berkaJa dan serta merta melalui pengetolaan konten pada situs 
resmi website Pernerintah Daerah atau papan pengumuman, dan 

If 

t. menghimpun dan rnemproses usulan pencairan anggaran baik di 
lingkungan Sekretariat dart Bidartg sesuai dengen prosedur den 
ketcntuan yang berlaku; 

J, meughirnpun dan memproscs usulan pcncairan anggaran baik di 
!ingkungan Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang ber!aku; 

k. mcnyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi 
keuangan rnelalui aplikasi sistem mfcrrnasi untuk pcngclolaan 
keuangan. daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

I. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, clan bimbingan teknis 
di bidang kcuangan kepada pejabat pcngeJola kcuangan dan 
bendahara di lingkungan Dinas; 

in. metaksenaken pengendalian da.n evaluaei penyerapan aoggaran 
dengan cara membandlngkan laporan perkembangan reansast 
belanja dengsn rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya: 

n. melak:sanakan verifikeai tcrhadap berkesvdckumen 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanean kegiatan guna 
menghi ndari kesalahan serta membetikan koreksi 
pcnycmpurnaan; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun Iaporan pertanggungjawaban 
keuangan Dinas serta jenis pelapotan keuangan Iainnya; dan 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian 
program kcrja yang tc1ah disusun untuk bahan laponm dan 
kebllakan Lindak lanjut. 
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2.2. Sub Koordmator Media Massa mempunyai tugas: 
a menyiapkan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan agenda 

prioritas, pengelolaan kontcn dan perencanaan media komunikasi 
pcrncrintah daerah, dan layanan hubungan media -untuk 
mendukung penyelenggaraan kehumasan. pemerintAh dacrah, 
serta pcnguatan kapasltas sumber daya komunikasi pubnk di 
Kabuparen; 

b. melaksanakan pemantauan, pengumpulan dan mcnganalisa 
inforrnasi kcbijakan terkait kewenangan daerah dau menyiapkan 
bahan penyusunan rekornendasi hssil analists, tcrmas-uk infoemnsi 
kebjjakan terkait kewenangan daerah yang tcrindikasi krists: 

c. menyiapkan bahan penyusunan rekomcndasi kcbijakan prioritas 
daerah, terrnasuk informasi kebijakan daerah yang terhtdikaai 

informasi publik lersedia setiap saat di dalam aplikasi database 
intcm:tl d3n/o.tau ha.rdcopy; 

e. memberikan pelayanan lnformasi kepada rnasyarakat, pengelolaan 
keberatan permohonaa informasi, dan pemberian pertirnbangan 
eereulls keberatan permohonan inform.o.si melaJui pcnguJian 
koosekuensi tcrhadap in!ormasi yang dikecualikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

r. melaksanakan koordinasi dan Iasilitasi Leknis kepada perangkat 
dacrah selaku Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumcntasi (PPlD) 
pcmbantu dalam rangka pelayanan informaei publik meliputi 
pengumputan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian informasi 
publik yang dibutuhkan pemohon Infcrmasi, 

g. menyiapkan bahan penyelcsaian sengketa informasi publik mclalui 
mediasi sengketa informasi di Komisi lnformasi, Sidang Ajudikasl 
Non Litigasi. maupun banding kc Pengadilan Tata Usaha Negara 
jika dibucuhka,n; 

h. menyiapkan bahan penyusunan prosedur pengaduan masyarakat, 
menyiapkan sarana, mernber-ikan layanan dan pengetolaan 
pengaduan, sorta pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelotaan 
pengaduan rnasyarakat; 

i. mclaksanakan identifikasi potensi dan jenis krieie dari 
rckomendesi pernantauan isu publlk dan rekomendasi 
pernantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan 
daerah, rnelaksanakan anafise dan mcnyiapkan baha.n 
penanganan, pengetelaan dan evaluasi penanganan komunikasi 
krisis: 

j. menyiapkan bahen dan mcnyusun konaep Slandar Opcrasional 
Prosedur ($OP) kegiatan Sub koordinator Pengelolaan dan 
Pengaduan lnformasi Publik untuk peningkatan kualitas 
pelo.yanan publik: 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub koordinator Pengelolaa.n de n Pengaduan Lnformaai Publik 
dengan cam mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjur. 
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6 

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibida ng 
informasi clan komunikasi publik, pengetotaan media komunikasi 
pubhk, kemitraan dengan pemangku kepentlngan. serta penyediaan 
sarana dan praearana pcrtduku.ng informa:si dan komunikasi pubJik 
pemerinrah daerah; 

2.3. Sub Koordinator Publikasi dan Sumber Daya Komunikasl mempunyai 
cu gas: 

krisis berdasarkan pemetaan rekornendasi hasil analisa iaformasi 
kebijakan terkait kewenangan daerah; 

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan 
strategi kornunikasl publik sesuai peraruran perundang-undangan 
yang meliputi penctapan tujuan, penetapan target khaJayak, dan 
penetapan materi konren komunikasi publik: 

e. melaksanakan produksl konten komunikasi publik dan/ atau 
berita dan peugemasan konten pada media kornunikasi publik 
berdasarkan tujuan, preferensi target khatayak, dan ketersediaan 
akses in forrnaai; 

f rnemberikan layanan pemberitaan tentang kebijakan dan keglatan 
Pemerinta.h Dacrah; 

g. mdaksanakan pcndataan media massa. baik media cctak, media 
daring maupun media elektronik dalam jarlngan kornu.mkasi; 

h. rnelaksanakan koordinasi dan menjaJin hubungan kerja atau 
kcmitraan dcngan kalangan pens dalam rangka keglatan 
pembenraan daerah maupun kebijakan pemerintah Oaerah melalui 
media rnassa; 
melaksanakan layanan hubungan media melalul siaran pers (press 
realcase), pcngclolaan ruang pers atau media center, pelaksanaan 
konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, 
kunjungan ke media, pertemuan dengan pcmimpin rcdaksi, dan 
llpuran media, serta pernantauan pemuatan siaran pers di media; 

j. melaksanakan pcliputan pimpinan dacrah dan pcrangkat dacrah 
dalam kegiatan pernerintahan, kemasyarakatan, dan Jainnya; 

k. menghimpun informasi dari perangkat daerah serta menganalisis 
bahan informasi yang akan dipublikasikan dalam mclaksanakan 
cugas sebagai Komunikator Pemcrintah Dacrah daJam rangka 
penyelenggaraan Hubungan M:al'J.")'aTakat, Media dan Kcrnttraan 
Kornunitas: 

I. menyiapkan bahan pernbinaan dan pengernbangan kapasitas 
sumber daya kornunikasi publik serta menyediakan dan 
memberikan Iayanan konsultasi dao advokasi kepada individu 
pengelola informasi dan kornurrikaei pubJik Perangkat Daerah: 

m. menylapkan bahan den menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Sub koordinator Media Massa untuk 
peningkatan kuatitas pelayanan publik; dan 

n. mclaksanakan pemantauan dan evaluasi peiaksanaan kegiatan 
Sub koordinator Media Massa dcngan cam mcngukur pencapaian 
program kcrja. yang telah dlsueun untuk bahan laporan dan 
kebijakan nndak lanlur. 
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pemerintah, non pernerintah clan masyarakat; 
j. mendokumentastkan xegiatan pemerintah daerah dalam bentuk roto, 

video, film atau sejenisnya; 
k. melaksanakan pendataan, penyediaan atau pengadaan, pengelolaan, 

dan pemeliharaan secara rutin tcrhadap scJuruh sarans dan 
prasarana pcndukung informasi dart korrrurrikeai publik pemerintah 
dnerah: 

l. merencanakan dan mclaksanakan discminasi infonnasi nasional 
sebagai pelayanan informasi publik melalui media komunikasi dan 
inrormasl; 

dan melaksanakan fasilltasi komurukasi, 
diskusi, lokakarya dan dialog antara lembaga 

b. melalcsanakan tata kelola media kornunikasi publik milik pemerlntah 
daerah yang mcliputi dan tidak terbatae peda Lembagu Penyio.ro.o 
Publik Lokal (LPPL), media cetak, media daring, dan media sosial 
milik pemerintah daerah: 

c. melaksanakan pembentukan tim redakei dan tim media sosial, 
pembuatan akun media sosial, pcmbuatan standar operasional 
prosedur [sop], rapat eedakei media komunikasi publik milik 
pemerintah secara periodik, dan pengoordinasian akun media sosial 
perangkat daerah; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pcmbuatan layout atnu desain 
media, pencetakan atau penerbitan media, dan pendistribusian 
majalah/ tabloid pcmerintah daerah, brosur, leaflet, booklet, banner, 
baliho dan videothrone scbagai media publikasi dan kornunikasi 
pubtlk; 

e. rnenyiapkan bahan pclaksanaan diseminasi informasi di media sesuai 
straregl kornunikasi publik melaju. media kornunikasi pubJik milik 
pernerintah daerah, media non pemerintah, tatap muka/ tradisional, 
clan rnelalui influencer berbayar maupun tidak berbayar; 

r. menytapkan bahan pemantauan pemuatan koruen komunikasi publik 
berdasarkan jangka waktu dan Irekuensi tayang, bahan pcnilaian 
kctcpatan pemuaran konten komunikasi publlk, dan bah!Ul evaluasi 
penggunaan media komunikasi publik; 

g. melaksanakan pendataan pemangku kepentingan atau rnitra 
korrnrrrikaei publik yang mcliputi Lcmbaga Komunikaei Sosial {U{S}, 
kclompok inlormasi masyarakat (KIM], kelompok media cradrstonat, 
kelompok pernbuat konten pcsitif, blog9er, influencer, dan kelompok 
etra tcgie lalnnya, 

h, menyiapkan bahan dan melaksanakan pernbinaan, pengernbangan 
dan pemberdayaan mitra komunikasi publik yang merniliki potensi 
sebagai jejaring daJam diseminasi lnformasi melalui pemetaan 
pemangku kepenungan, pelaksanaan bimoingan reknis. workshop. 
sarasehan, forum, dan kegiaten penirtgkat.an literaai inforrnaai terkait 
isu straregis, model dan simutasi kernirraan, kompetisi dan pemberian 
penghargaan, penyediaan bahan-bahan lnfarmasi dan diseminasi 
Infcrnrasi melalui media milik pcmangku kepcntingan, scrta cva1uasi 
pemanfaatan media milik pemangku kepentingan dalam diseminasi 
informasi; 

,. rnenylapkan bahan 
sarasehan, ceramah, 



( 

3. Bidang Aplikasi lnformatika 
3. l. Sub Koordinator Tata Kelcle dan Pemberdayaan lnformatiko rnernpunyai 

tugas: 
a. melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan 

kebijakan pengelo1aan ekosistem pcmerintaha.n berbasis elcktronik, 
pengelolaan ekoslstem kabupaten/ kota cerdas (smart city). serta 
pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dl 
daerah: 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian/ analisis sebagai bahan 
dalam menyusun rancangan rencana induk pemerintahan berbasis 
elektronik (arsitcktur pcmerlntahan berbasis clcktronik) sebagai 
panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis etckrronik 
yang terpadu dan berkesinambungan di daerah, serta review secara 
berkala dan/ atau sewakru .. waktu rencana induk pcmcrintahan 
berbasis elektronik di daerah: 

c. melaksanakan pcnelitian dan sinkronisasi dokumen perencanaan dan 
penganggaran pcrnerintahan berbasis etektronik pada perangkat 
daerah dengan Rencana [nduk pemerintahan berbasls elektronik 
dacrah, serta penyiapan bahan dalam penyusun.an rekorncndasi 
Goven,meru Chief lnfo1matio11 Officer (GCIO) atas pcrencanaan dan 
penganggas'an pemcrintahan berbasis elektronik pada perangkat 
daerah; 

d. rnenyiapkan bahan penyelenggaraan Government Chief lnformatio11 
Officer (OCIO) pemcrintah kabupaten meliputi perencanoen, 
pcnyelarasan, penyiapan, irnplcmentasi, dan evaluasi Teknologi 
lnrormasi dan Komunikasi (TIK) yang mernadukan teknologi dan 
aietem infcrrnaai dengan aepck-aapek manajemen la.innya agar dapat 
memberikan dukungan maksirnal terhadap jaminan penyelenggaraan, 
manajcmen, audit, pernantauan dan evaluasi pernerintahan berbasis 
elektronik di daerah; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan ekosistem bagJ 
terselenggaranya kabupaten/ kola cerdas (sm.arl city), Iasllttasi 
keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah 
dengan pemangku kepentingan nonpemerintah, dan rasilitasi 
pc:nyusunan kcbijakan [master pl.an} ierkait implcrncntaai kabuparerr/ 
kota ccrdas (smart city); 

f. melaksa nakan kccrdinasi clan fasilita.s.i terhadap pelaksanaan tugas 
dan Iungst komite kabupaten/ kota ccrdas (s,nQrt city), serta 
mcnyiapkan bahan laporan perkembangan penyelenggaraan 
knbupulen/ lcota cerdas (smart city) kep~d:1 kc:pala daerah scc;::ira 
berkala; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kcgiajun pada Sub koordinatcr Publikasi dan Sumber 
Daya Komunikasi untuk peningkacan kualitas pclayanan publik; dan 

n. rnelaksanakan pemantauan dan evaluast pelaksanaan kegiatan Sub 
koordinator Publikaei dan Sumber Daya Komunikasi dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah dtsusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanju,. 
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Pemt:rintah Daerah; 

meliputi 
domain 

J.2. sut> xoordtnator Pemberdayaan l\plikasi dan Konten mempunyai tugas: 
a. melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan 

kebijakan pengclolaan domain dan subdomain, portal dan situs web, 
sistem elektronik, dokumen elcktronik dan injormast elektronik. 
aplikasi clan proses bisnis, serta Sistern Penghubung Layanan 
Pemerlntah Dacrah (SPLD) di lingkungan kabupaten; 

b, rnetaksanakan pendaftaran dan penggunaan nama domain 
Pemerintah daerah sebaga! alamaL clektronik rearui Pcmcrintah 
Daerah, dan mengoordinastkan penyelenggaraan domain dan 
subdomain di lingkungan Pernerintah Oaerahnya sesuai dengan 
keientuan peraturan perundang .. undangan; 

c. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan yang 
perpa ojange n, penon.aktifan dan pernbahan nama 
Pernerintah daerah, dan sub domain Pcrangkat Dacrab; 

d. melaksanakan fasilitasi pendafi.aran Sis rem Elektro1uk di lingku ngan 

g. melaksanakan tata kclola asset teknologi informasi dan komunikasi 
yA.ng mc1iputi dan tidak tcrbataa peda perangko.t keras, perangkat 
Iunak, surnber daya manuela, dan pengetahuan Teknologi lnformasi 
dan kornunikasi untuk rnenjamin kcterscdiaan dan opurnalisasi 
pemanfaatannya dalom penyelenggaraan pemerintahan bcrbasis 
elektronik Pemerlntah Daerah; 

h, metaksanakan, pengelolaan sumber daya manusia yang meliputl 
apararur sipil ncgara da.n meeyarakat pc:ngguna layanan 
pemerintahan berbasts e!ektronik melalui serangkaian proses 
perencanaan. pengembangan dan pembinaan karier, dan scrrifikasi 
profesi dan pendayagunaan sum ber daya manusia dalam 
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; 

J. melaksanakon pengelolaan pengetahuan 1'ekrtologi I nformasi dan 
komunixaai melaJui serangkaian proses pengumpulan, pengotahan, 
penyimpanan, dan alih pengctahuen dan teknologi yang dihasilkan 
dalam penye!cnggaraan pcrncrintahan berbasis elektronik; 

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, (monrtonngl, 
cvaluasi da.n pelaporen pengembangan ekosistem ayatem 
pcrnerintahan berbasis clektronik di daerah; 

k, rnenyiapkan bahan dao menyusun konscp menyiapkan bahan 
anallsis dan pengkajian terhadap perkembangan dan inovasi di 
bidang teknotogi informasi dan kom unikast khususnya pcrangkat 
lunak. perangkat keras dan perangkat jaringan untuk dapat 
ditcrapkan di lingkungan pcmerincah Deerah: 

I. Stander Operasional Prosedur (SOI') kcgiatan Sub koordinator Tata 
l{clola dan Pemberdayaan lnformat.ika untuk pcningkatan kualitas 
pclayanan publik; dan 

m melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan lnformatika dengan cara 
mcngukur pencapaian program kerja yang tclah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut. 
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3.3. Sub Koordinator Jnfrastruktur Teknologi lnformasi mempunyai tugas. 
a. melaksanakan kajian dan analisis sebaga.i bahaJl pen)'\.Jsunrui 

kebijakan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem 

e. rnclaksanakan koordinasi clan sinkronisasi penggunaan data dan 
infcrrneai elcktronik yang dimiliki pemcrintah, pemerintah daerah, 
dan/acau yang dipcrolch darl masyarakat, pelaku usaha, dan/au.u 
pihak lain dalarn penyelenggaraa.n pemerintahan berbasis e!ektronik 
di dacrah; 

I'. melaksanakan fasilitasi integrasi layanan, pertukaran data dan 
inform.nsi antar pcrangkat daerah, dengan pemeri.nt.ah deerah 
latnnya, rnaupun antara pemerintah daerah dcngan pemerin tah 
provinsi dan pcrnerintah pusat; 

g. melaksanakan kajian dan analisis, serta koordinasi dcngan 
Pcrangkat Daerah, antar Pernerintah Daerah, dan antar lnstansi 
dalam penyusunan rancangan proses bisnis layanan pemerintah 
bcrbaaie dcktronik sebagai pedoman da,lam penggu.naan Dokumen 
Elektronlk dan tnformasi Elektranik serta pencrapan aptikasi 
perner-in tahan berbasis elektronik di daerah: 

h. melaksanakan penyerahan 'knde aumber terbuka, kodc sumber 
aplikasi terrutup, dan aplikasi yang tclah dihimpun sebagai produk 
kornpilasi kcde sumber dalam bentuk clektronik kepada Mentcri 
Komunikasi clan luforrnatika Rcpublik Indonesia untuk kcpcntingan 
penyelenggaraan perncrintahan berbasis elektronik nasional dan 
kepentingan pernerintah daerah: 

,. melaksanakan pengembangan aplikasi berbagai jenis platform bruk 
yang berbasis web, desktop clan mobile dengan mempertimbangkan 
aapck cfektivitas, efielensl, dan keamanan infonnasi; 

j. melaksanakan fasilitasi implementasi aplikasl umum bcrupa 
sosisalisasi dan bimbingan teknis, serta melaksanakan 
pembangunan, dan pcngcrnbangan eplikasl khusus bcrdasarkan 
rencana induk pernerintahan berbasis elektronik di dacrah dan 
kebutuhan khusus pemerintah dacrah; 

k. mctaksanakan pemblnaan teknis terhadap portal dan tslLu~ web 
pcrangkat daerah dan desa, yang mcliputl fasilitasl, konsultasi, 
koordlnasi, bimbingan teknis, serta pengembangan dalarn 
penyelenggaraan portal dan situs web Pernerintah Dacrah; 

I. mclaksanakan pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung 
Layanan Pcmerintah Daerah (SPLD} dcngan memcnuhi standar' 
inreroperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis clcktronik 
yang mcnjamin kemampuan keterhubungan dcngan 8PLD pada 
daerah Jain dan Sistem Penghubung Layanan Nasional; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOPI kegiatan Sub koordioator Pemberdayaan Aplikasi dan 
Konten unruk penmgkatan kualnas pelayanan publik, dan 

n. melaksanakan pernantauan den evaluasi pelaksanaen kegiatan Sub 
koordinator Pemberdayaan Apl.ikasi dan Kontcn dengan care 
mengukur pencapaian program kerja yang tclah disusun uruuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut. 
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komunikasi intra pemerintah daerah, serta pengelotaan pusat data 
pemerintahan daerah, 

b. melakannakan pendataan, pengadaan, pengelolaa.n, dan 
pemeliha.raan secara rutin terhadap selurun tnrrastrukrur jaringan 
intra pemerintah daerah yang menghubungkan antar simpul 
jaringan dalam pemerintah Daerah; 

c. melaksanakan penycctiaan akscs internet yang bcrkualitas untuk 
seluruh pcrangkat daerah, dan melaksanakan penyelenggaraan don 
pembiayaan yang timbul sebagai aJcibat pcnggunaan akeea internet; 

d. rnelaksanakan interkoneksi/ keterhubungan jaringan antar lnstansi 
rnelalui jaringan tertutup milik Pemerintah Daerah atau 
menggunakan akses i.nlemel yang diamankan, dengan memu stikart 
kcrerhubungan jaringan intra pemerintah daerah dengan seluruh 
r,erangkal daerah, pernerintah daerah lain. dan instansi pusat 
sccera bertahap; 

c. melaksanakan layanan Sistem Elektronik komunikasi terrutup 
an tar perangkat daerah berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal 
lainnya, seperti video conference, voJP. emergency call, dan lain-Jain; 

f. melaksanakan pembangunan, pengelo!ann dan pemcliharaan Pusat 
Data dan Pusat PemuJihan Bcncana Pcrncrintah Daerah, serta 
Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi 
gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dan dampak yang 
ditimbulkan; 

g. mclaksanakan layanan pusat data dan pusat pcrnulihan bencana 
pemerintah daerah, fasilitasi berbagi pa.kai pusac data Pemermtah 
daerah dengan instansi lain dan membuat keterhubungan/ 
irueroperebthtee pu:s.at dara Pemerlntah daerah dertgan putst1.l data 
Nasional; 

h. rnetaksartakan pencadangan doku.roen elek:tronik dan inforrnasi 
elektronik dipcroleh pernerinrah daerah, eerta mcmfasllitasr 
pencadangan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang ada 
pada perangkat daerah pada pusar pernulihan bencana nasional 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang .. undangan; 

1. rnenyiapkan bahan penyusunan Rencena Keberlangsungen 
Kcgietan Pusat data clan Puaat Pemullhan Bencarta Pemerirrtah 
Dacrah untuk menanggulangi gangguan atau bencann scsuat 
dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya, serta 
melaksanakan uji terhadap Rencana Keberlangsungan Kegiatan 
secara bcrkala; 

j. melaksanakan pengawasan dan pengcndalian terhadap seluruh 
infrastruktur jaringan intra pemerintah Daerah sesuai dcngan 
ketenruan yang berlaku; 

k. rnelaksanakan fasilitasi dan bantuan teknis tentang perawatan dan 
pemeliharaan lnfrastruktur Pemerintahan Berbasis EJektronik yang 
ada pada J'>erangkac Daerah di lingkungan pernerintah Daerah; 

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasicnal 
Prosedur (SOP) kegieeen Sub koordirrator J nfrastrukt.ur Tcknologl 
lnformasi untuk perungkatan kualitas pelayanan publik; dan 
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4. Bidang Statistik dan Persandian 
+.I. Sub l{oordinator Oala clan Sta.tistik.mempunyfti tugas: 

a. melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan 
kebijakan pengclolaan data dan statistik sektoral di Iingkungan 
pemerintah daerah; 

b. melaksanakan perencanaan, pengumpulan, perekaman, pcngolahan, 
dan veriflkasi atau perneriksaan data statistik sektoral, serta 
rncnyajikannya dalam rangka memberikan peJayanan inforrnasl 
pernbangunan; 

c. mcnyiapkan bahan dan melaksanaka.n penyuaunan data etatietik 
sektoral dan mcnyajikan dalam benruk buku kompilasi data statistik 
sektoral; 

d. menyiapkan dan menyusun data base statistik sektoraJ terpadu 
terintegrasi unruk mewujudkan satu data pemerintab daerah sesuai 
dcngan ketentuan yang berlaku; 

e. rnenyiapkan bahan penyelenggaraan otorisasl statistik scktoral di 
lingkungan pemerintah dacrah; 

r. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 
siatem pengolahan data statistik scktoral di lingkungan pemerintah 
daerah sesuai dengao ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan ra_siJita.si usulan rancangan penyelenggaraan survey 
dari perangkat daerah, penyampaian rel<omendasi rancangan survey 
dari BPS kepada perangkat daerah, dan penyampaian hasil 
pcnyclenggaraan statistik sektoral yang dipublikasikan kepada BPS; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analtsis data 
srrategis dari pcrangkat dacrsh selaku produsen data stadsuk 
scktoral di lingkungan pemerintah dacrah uruuk diolah sebagai 
bahan inforrnasi: 

i. melaksanakan diserninasi clan penyebarluasan data hasil kcgiatan 
staristik sektoral perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah; 

J· menylapkan bahari pembinaan dan pcngcmbangan kapasirae sumber 
daya manusia dibidang stausrik sektoral [pejabat Iungsiorral statlstis! 
dan jabatan pcngelola sratisnk sektoral lainnya) di lingkungan 
pcmcrintah daerah melalui serangkaian proses pengembangan 
kompetensi, pembinaan karier. dan sertilikasi profesl dan 
pendayagunaan sumber daya manusia dalam pcnyelenggaraan 
statisuk sektoral; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analiais dalam 
penyusunan dan pengclolaan metadata statistik sektoral yang 
melipud metadata kegiatan satistik, metadata indikator statistik, dan 
metadate variabel satistik di lingkup pemerintah dacrah; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
koordinator lnfraatrukrur Teknologi Inforrnasi dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun unn.tk 
bahan laporan dan kebijakan tindak Ianjut, 
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4.2. Sub KO-Ordinator Persandtan dan Keamanan lnformasi mcmpunyai iugas: 
a. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-unctangan scsuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk mela.ksanakan 
kegiatan; 

b. mclaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan 
kebijaka.n tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi 
sancli di lingkungan pcmerintah Daerah yang rneliputi keamanan 
surnbcr claya. teknoJogi informasi, kearnanrm akses korurol, 
kearnanan data dan Informasl, kcamanan sumbcr daye marruaia, 
keamanan jaringan, kearnanan surat elcktronik, kearnanan pusat 
data, dan/atau keamanan komunikasi; 

c. menyiapkan bah an dan menyusun rancangan rencana stra tegis 
pengamanan Informasi dan arsitektur keamanan infonnasi di 
lingkungan pemerintah daerah dengan berkoordinasi dan/ atau 
berkonsuhasi kepada BSSN; 

d. melaksanakan pengelolean asset keamanan tcknologi infotmasi dan 
kornunikasi yang digunakan untuk rnengidentifikasr, mendeteksi, 
memprotekei, mcnganalisis, menanggulangi, dAn/ateu rnemulihkan 
insiden Keamanan lnforrnasi dalam Sistem £,;lektronik; 

e. metaksanakan pengeiolaan sumbet daya manusia yang bcrtugas 
dibidang keamanan informasi (pejabat Iungsional sandiman, pejabat 
lungaional manggala informatika dan jabatan pengctots kearnanan 
informasi la.innya) di lingkungan pemerintah daerah rneialui 
serangkaian proses pengembangan kompetensi, pernbinaan karicr, 
dan sertiflkaal profcsi dan pendayagunaan sumbcr daya manusia 
clalam pcnyclcnggaraa.n pcrsandian untuk pengamanan inforrnaai 
pemerintah daerah; 

I. melaksanakan pengelolaan p·cngetahuan keamanan mfomasi rnclAlui 
serangkaian proses pengwn.pu1an, pengolahan, penyimpanart, 
penggunaan, clan alih pengetahuan dan teknologl yang dihasilkan 
dalam pelaksanaen Kcamanan Informaei pemerl.ntah daerah dengan 
berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi kepada BSSN; 

g, rnelaksanaknn identifikaai, deteksi , dan proteks-i sfstem elektronik. 
penanggulangan dan pemulihan terhadap adanya insiden pada 

l. melaksanakan pengadaan, pengclolaan, dan perneliharaan secara 
rutin terhadap infraatnlklllt statistik sektoral di lingkup pemerintab 
daerah; 

m. menyiapkan bahan pengembangan dan pe.ningkatan kapasitas 
ketembagaan sratistlk scktorat di lingkup pernerintah daerah; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Opcrasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub koordinator Data dan Statislik untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik: dan 

o. rnelaksanekan pcmantauan dan eval'uaei pelaksanaan kegiatan Sub 
koordinator Data dan Statistik dengan cara rncngukur pcncapaian 
program kerja yang telab disusun untuk bahan taporan dan 
kebijakan tindak Ianjut. 
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Sistem E:lektronik, forensic digital, serta pcngelolaan pusat operasi 
pcngeenanan informasi di daerah; 

h. rnelaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan 
publik dan Iayanan pernerintahan berbasis elektronik, asistensi dan 
fasilitasl penguaran keamanan Sistern EJektronik, dan fasilit~i 
sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistern ~lektronik~ 

i. metaksanakan pengamanan informas! nonelektronik pada tahapan 
pemros.esan. pengirirnan, penyimpanan, da.n pemusnahan informasi 
nonclcktronik sesuai dengan ketentuan peraruran perundang­ 
undangan; 

J, mernberikan layanarr ke.amana.n lnformasi kcpada kepala daerah dan 
wakll kepala dacrah, perangkat daerah, pcgawai atau aparau.rr :sipil 
negara pada pemerintah daerah, dan pihak lainnya, serta 
melaksanaleen munajcmen layanan keo.rnanan inforrnasi unt\.lk 
menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kuatiras Layanan 
Kea ma nan lnformasi kepada Pengguna Layanan: 

k. membenkan layanan konsultasl Keamanan tnformasi bagi Pengguna 
Layanan, dan melaksanakan Iiterasi Keamanan lnformasl dalam 
rangka peningkatan kesadaran keamanan lnformasi dan pengukuran 
tingkat kesadaran Keamanan tnforrnasi di Hngkungan pcmcrintah 
daerah dan Publik; 

l. mclakaanakan perlindungan informaai pada kegiatan pcnting 
pcmcrintah daerah melalui teknik pengamanan gclornbang Irekuensi 
aunt ainyal, per+indungan informasi pads aset/fasilitas pcnting milik 
atau yang akan digunakan pcrnertntah daerah rnclalui kegiatan 
kontra penginderaan, dan melaksanakan kegiatan pengarnanan 
berita s-ahaaia dan raheeie negara meJalui proece sandi menyandi 
(kriptograo) dan rnelakukan pengiriman dan penerlmaan bcrita 
melalui saran a eetekomunikasi: 

m. menyiapkan bahan pelaksanaan audit kcamanan infurmasi dan audit 
kcarnanan pelaksanaan sistcm manaiemen sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

n. mengoordinasikan pengk.ajian dan analisis guna rnenyusun 
rancangan operaeional peloks.a.naan jaring korrrunikasi sandi antar 
perangka.t dacrah, internal pcrangkat daerab dan jaring komunikasi 
sandi pimpinan daerah; 

o. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan 
pengetolaao berita, surat kawat, dan radiogram, serra membcrikan 
.layanan perrn.intaa.n sambungan telepon yang berkaitan dengan 
kedinasan, anrar perangkat daerah di lingkungan pemerintab daerah: 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) keg,atan Sub koordinator Persandian dan Kearnanan 
lnformasi untuk penlngkatan kualitas pe)ayanan publik; 

q, rnetaksanakan pemaniauan dan evaluasi pelaksanaan kcgiatan Sub 
koordinator Persandian dan Keamanan lnformasi dengan cara 
mengukur pencnpaian program kerja yang teJah disusun untuk 
bahan laporan dan kcbijakan tindak lanjut; 
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r, mengevaluasi dan menilai "prestasi kerja bawahan berdasarkan 
saearan kcrja pega.wa.i dan perilaku kerja sesual ketenruan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan balk lisan 
rnaupun terrulis berdasarkan kajian agar kcgiacan bcrjalan lancar 
serta unruk menghindari penyirnpangan; dan 

L metaksanakan rugas kcdinasan lain dari pimpinan aesuai dengan 
rugas clan rungsi unit kerjanya. 
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